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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan 

bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelibatan masyarakat 

tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang 

adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi 

semakin penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena dapat 

mendorong penyusunan kebijakan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran 

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Sebagai tindak lanjut atas amanat peraturan perundang-undangan 

tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Pedoman ini memberikan acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam 

melibatkan masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan yang diberikan, 

sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara 

berkelanjutan. Penilaian kepuasan masyarakat dilakukan berdasarkan 

sembilan unsur yang mencakup aspek standar pelayanan, sarana dan 

prasarana, serta pengelolaan konsultasi dan pengaduan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 

Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Triwulan II Tahun 

2026 Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan 

(BBP3KP) menyelenggarakan layanan jasa publik meliputi: (1) penggunaan 

ruang pendingin, freezer, dan cold storage; (2) penggunaan peralatan 

pengolahan; (3) penggunaan transportasi; serta (4) pemeriksaan dan/atau 

pengujian laboratorium. Selain itu, BBP3KP juga menyelenggarakan layanan 

administrasi berupa: (1) penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional 
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Indonesia (SNI) sukarela; dan (2) penerbitan sertifikat kesesuaian serta Surat 

Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI wajib untuk produk tuna, sarden, 

dan makerel dalam kemasan kaleng. 

Adapun standar pelayanan yang menjadi dasar penyelenggaraan 

pelayanan publik di lingkungan BBP3KP saat ini mengacu pada Keputusan 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Sementara 

itu, standar pelayanan yang mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 masih dalam tahap penyusunan, setelah 

dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) pada bulan Desember 2025. 

Dalam rangka mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

BBP3KP sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM). Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Pelaksanaan 

SKM dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 

14 Tahun 2017, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

guna menghasilkan data yang akurat, objektif, dan komprehensif. 

Hasil SKM selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan 

bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan perbaikan secara 

berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan publik yang 

prima dapat terwujud, sehingga mampu memenuhi harapan dan tuntutan 

masyarakat atas hak-haknya sebagai warga negara. 

 

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2020 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk 

Kelautan dan Perikanan; 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535); 

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 207 Tahun 2023 tentang 

Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Pengujian Penerapan Produk 

Kelautan dan Perikanan; 

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang 

Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

8. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan Nomor 33 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Lingkup 

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat 

terhadap mutu dan kualitas pelayanan di BBP3KP yang dilaksanakan pada 

periode Triwulan II Tahun 2026. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik;  

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain sebagai berikut. 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  
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2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

unit pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak 

lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada 

lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja 

pelayanan;  

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

 

2.1. Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri dengan 

membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim 

Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BBP3KP 

adalah Tim Pelaksana Pelayanan Publik BBP3KP dan Tim Area Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik WBK dan WBBM BBP3KP. 

 

2.2. Metode Pengumpulan Data 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan 

secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (SUSAN KKP) melalui tautan 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/179 yang didistribusikan kepada pengguna 

layanan. Penggunaan aplikasi SKM ini merupakan bagian dari upaya 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan standardisasi instrumen 

kuesioner, metode pengumpulan data, serta meningkatkan efektivitas dalam 

proses rekapitulasi dan pengolahan hasil survei pada seluruh Organisasi 

Penyelenggara (OP) di lingkungan KKP. 

Instrumen survei yang digunakan berupa kuesioner yang terdiri atas 9 

(sembilan) pertanyaan, yang merepresentasikan unsur-unsur pengukuran 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Penyusunan 

kuesioner mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 Adapun kesembilan unsur yang diukur dalam Survei Kepuasan 

Masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan (U1) 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur (U2) 
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Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian (U3) 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/tarif (U4) 

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5) 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana (U6) 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan  yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. 

7. Perilaku pelaksana (U7) 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8) 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana (U9) 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek). Sarana umumnya berupa benda bergerak, seperti 

komputer dan peralatan kerja, sedangkan prasarana berupa benda tidak 

bergerak, seperti gedung dan fasilitas fisik lainnya. 

 

2.3.  Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada masing-masing lokasi 

responden sesuai dengan waktu penerimaan layanan. Pengisian kuesioner 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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dilakukan secara mandiri oleh responden sebagai penerima layanan, dengan 

pendampingan oleh petugas pelayanan apabila diperlukan. 

Metode ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari pengguna 

layanan dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang 

diterima. Pengisian kuesioner dilakukan atas imbauan dari organisasi 

penyelenggara, dengan tetap menjamin objektivitas dan independensi 

responden dalam menyampaikan penilaiannya. 

 

2.4.  Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilaksanakan secara periodik pada Triwulan II Tahun 2026, yang 

mencakup periode bulan April sampai dengan Juni 2026. 

 

2.5.  Penentuan Jumlah Responden 

Jumlah responden dalam survei ini mencakup seluruh populasi penerima 

layanan, yaitu seluruh pemohon yang memperoleh pelayanan pada periode 

triwulan berjalan. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 

3.1. Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah 

total responden penerima layanan di BBP3KP adalah sebanyak 35 (tiga puluh 

lima) responden. Rincian jumlah responden pada masing-masing jenis layanan 

disajikan sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan jenis layanan 

No. Jenis Layanan Produk Layanan 
Jumlah 

Responden 

1 Penggunaan ruang 
pendingin, freezer, 
dan cold storage 

1 Penggunaan pembekuan 
(freezer) 

4 

2 Penggunaan gedung beku 
(cold storage) 

3 Penggunaan plugging 
container 

2 Penggunaan 
peralatan 
pengolahan 

4 Penggunaan peralatan 
pengolahan 

7 

3 Penggunaan 
transportasi 

5 Penggunaan transportasi 
kendaraan 
berpendingin/berefrigerasi 

0 

6 Penggunaan transportasi 
pick up 

4 Pemeriksaan/ 
pengujian 
laboratorium 

7 Laporan hasil uji 
laboratorium 

5 

5 Penerbitan sertifikat 
kesesuaian Standar 
Nasional Indonesia 
(SNI) sukarela 

8 Sertifikat kesesuaian SNI 
sukarela   

12 

6 Penerbitan sertifikat 
kesesuaian dan 
Surat Persetujuan 
Penggunaan Tanda 
(SPPT) Standar 
Nasional Indonesia 
(SNI) wajib  tuna 
dalam kemasan 

9 Sertifikat kesesuaian dan 
SPPT SNI wajib tuna dalam 
kemasan kaleng 

7 

10 Sertifikat kesesuaian dan 
SPPT SNI wajib sarden dan 
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kaleng, sarden dan 
makerel dalam 
kemasan kaleng 

makerel dalam kemasan 
kaleng   

 

Karakteristik responden dalam survei ini dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, dan profesi, sebagaimana disajikan berikut ini. 

 

Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan profesi 

Karakteristik Indikator Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin Laki-laki 11 32% 

Perempuan 24 68% 

Pendidikan SD ke bawah 0 0% 

SMP 0 0% 

SMA 7 20% 

D3 6 17% 

S1 20 57% 

S2 2 6% 

Profesi Wirausaha Non KKP 1 3% 

Pelaku Usaha KKP 11 31% 

Swasta 14 40% 

PNS 2 6% 

Pelajar 7 20% 

     

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Layanan 

Bagian ini menyajikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan 

masing-masing jenis layanan yang diselenggarakan oleh BBP3KP pada 

Triwulan II Tahun 2026. Penyajian dilakukan dengan mempertimbangkan 

kondisi operasional layanan, sehingga tidak seluruh jenis layanan memiliki data 

hasil survei kepuasan masyarakat. Untuk layanan yang belum beroperasi atau 

masih dalam proses penataan, pengukuran IKM belum dapat dilaksanakan. 

 

3.2.1. Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, dan Cold Storage 

Produk layanan pada jenis layanan ini meliputi: 

a. Penggunaan pembekuan (freezer); 

b. Penggunaan gedung beku (cold storage); dan 

c. Penggunaan plugging container. 
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diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden untuk layanan 

ini sebanyak 4 (empat) responden. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan 

penggunaan ruang pendingin, freezer, dan cold storage adalah sebesar 88,19 

dengan predikat kategori mutu pelayanan B (Baik) sebagaimana ditampilkan 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penggunaan Ruang Pendingin, 

Freezer, dan Cold Storage 

 
Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IKM 

IKM per 
unsur 

3.75 3.75 3.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.53 

Kategori A A B B B B B B B B 

IKM Unit 
Layanan 

88.19 (B, Baik) 

 

Gambar 1. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penggunaan Ruang 

Pendingin, Freezer, dan Cold Storage 

 

 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan 

merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, meskipun masih terdapat 

beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Unsur yang relatif menonjol antara 

lain persyaratan (U1) dan prosedur (U2) yang dinilai baik, menunjukan bahwa 

3,75 3,75

3,25

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

3

3,5

4

Persyaratan Prosedur Jangka
Waktu

Tarif Produk Kompetensi Perilaku Pengaduan Sarpras

Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan
Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer, dan Cold 

Storage

Unsur SKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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persyaratan yang harus dipenuhi dan tata cara dalam mendapatkan 

pelayanan telah mempermudah penerima layanan. 

Di sisi lain, unsur waktu penyelesaian (U3) masih memperoleh nilai yang 

relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Sehingga masih perlu 

dilakukannya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi alur kerja untuk 

memperbaiki durasi penyelesaian layanan. 

 

3.2.2. Penggunaan Peralatan Pengolahan 

Layanan penggunaan peralatan pengolahan pada Triwulan II Tahun 2026 

telah dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal 

Nomor 33 Tahun 2025, dengan nomenklatur layanan penggunaan peralatan 

pengolahan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden untuk layanan 

ini sebanyak 7 (tujuh) responden. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan 

penggunaan peralatan pengolahan adalah sebesar 92,06 dengan predikat 

kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) sebagaimana ditampilkan pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penggunaan Peralatan 
Pengolahan 

 
Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IKM 

IKM per 
unsur 

3.71 3.71 3.57 3.71 3.71 3.57 3.71 3.71 3.71 3.68 

Kategori A A A A A A A A A A 

IKM Unit 
Layanan 

92.06 (A, Sangat Baik) 

 

  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Gambar 2. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penggunaan Peralatan 

Pengolahan 

 

 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan 

merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, meskipun masih terdapat 

beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Unsur yang relatif menonjol antara 

lain perilaku pelaksana yang dinilai baik, mencerminkan kemampuan serta 

sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna. 

Di sisi lain, beberapa unsur seperti jangka waktu penyelesaian (U3) dan 

kompetensi (U6) masih memperoleh nilai yang relatif lebih rendah 

dibandingkan unsur lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi 

mendalam terkait efisiensi alur kerja untuk memperbaiki durasi penyelesaian 

layanan pada unsur jangka waktu. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas 

melalui pelatihan berkelanjutan bagi para pelaksana perlu terus dilakukan 

agar kompetensi teknis dapat ditingkatkan dan disetarakan dengan aspek 

pelayanan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas 

layanan secara menyeluruh bagi pengguna. 

 

3.2.3. Penggunaan Transportasi 

Produk layanan pada jenis layanan ini meliputi: 

a. Penggunaan transportasi kendaraan berpendingin/berefrigerasi 

b. Penggunaan transportasi pick up  

Pada Triwulan II Tahun 2026, layanan penggunaan transportasi masih 

3,71 3,71

3,57
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3,57

3,71 3,71 3,71

3
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dalam proses perbaikan dan penataan operasional, sehingga belum dapat 

melayani permohonan penggunaan. Oleh karena itu, Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) tidak dilaksanakan untuk layanan ini. 

 

3.2.4. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan II Tahun 2026, 

jumlah responden untuk layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium 

sebanyak 5 (lima) responden. 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa nilai 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan ini sebesar 92,22 dengan 

predikat kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) sebagaimana ditunjukkan 

pada Tabel 5. Nilai tersebut mencerminkan tingkat kepuasan pengguna 

layanan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan 

pemeriksaan/pengujian laboratorium telah berjalan dengan baik, baik dari 

aspek teknis maupun pelayanan kepada pengguna, sehingga perlu 

dipertahankan dan terus ditingkatkan guna menjaga konsistensi kualitas 

layanan. 

 

Tabel 5. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Pemeriksaan/Pengujian 

Laboratorium 

 
Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IKM 

IKM per 
unsur 

3.60 3.80 3.40 3.60 3.80 4.00 3.80 3.60 3.60 3.69 

Kategori A A B A A A A A A A 

IKM Unit 
Layanan 

92.22 (A, Sangat Baik) 

 

  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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Gambar 3. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Pemeriksaan/Pengujian 

Laboratorium 

 

 

3.2.5. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) 

Sukarela 

 

Tabel 6. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela 

 
Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IKM 

IKM per 
unsur 

3.58 3.50 3.50 3.33 3.58 3.75 3.75 3.67 3.50 3.57 

Kategori A B B B A A A A B A 

IKM Unit 
Layanan 

3,6

3,8

3,4

3,6

3,8

4

3,8

3,6 3,6

3

3,5

4
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

89.35 (A, Sangat Baik)  

  

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan II Tahun 2026, 

jumlah responden untuk produk layanan penerbitan sertifikat kesesuaian SNI 

sukarela sebanyak 12 (dua belas) responden, dengan nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) sebesar 89,35 dan termasuk dalam predikat kategori mutu 

pelayanan A (Sangat Baik) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6. 
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Gambar 4. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat 

Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela 

 

 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan 

merasa sangat puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Beberapa 

unsur yang menonjol antara lain kompetensi (U6) dan perilaku pelaksana (U7) 

yang dinilai sangat baik, mencerminkan profesionalisme serta kualitas 

interaksi petugas dengan pengguna layanan. Selain itu, kejelasan produk 

layanan (U5) dan kepastian waktu penyelesaian (U3) juga dinilai telah sesuai 

dengan harapan pengguna. 

Meskipun demikian, unsur tarif layanan (U4) mendapat nilai paling rendah 

diantara unsur lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat perubahan aturan yang 

mengatur terkait tarif layanan dan belum dilakukan sosialisasi terhadap 

pengguna layanan. 

 

3.2.6. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan 

Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Tuna dalam 

Kemasan Kaleng, Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Triwulan II Tahun 2026, 

jumlah responden untuk produk layanan ini sebanyak 7 (tujuh) responden, 

dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,46 dan termasuk 

dalam predikat kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) sebagaimana 

dijabarkan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan Penerbitan sertifikat kesesuaian 

dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia 

(SNI) wajib  tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makerel dalam kemasan 

kaleng 

 
Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IKM 

IKM per 
unsur 

3.71 3.57 3.71 3.57 3.71 3.86 3.86 3.71 3.57 3.70 

Kategori A A B A A A A A A A 

IKM Unit 
Layanan 

92.46 (A, Sangat Baik) 

 

Gambar 5. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan Penerbitan Sertifikat 

Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Sukarela 

 

 

 Secara umum, hasil tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pengguna 

layanan yang sangat tinggi, khususnya pada aspek prosedur pelayanan (U2), 

perilaku (U7), serta kompetensi pelaksana (U6) yang dinilai telah memenuhi 

harapan. 

Namun demikian, pada aspek biaya/tarif (U4) relatif lebih rendah 

dibandingkan unsur lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan 

transparansi informasi biaya dan sosialisasi terkait kebijakan tarif layanan 

yang berlaku. 
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3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat OP BBP3KP Triwulan II Tahun 2026 

Berdasarkan hasil rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

terhadap seluruh layanan publik yang diselenggarakan oleh BBP3KP pada 

Triwulan II Tahun 2026, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit 

layanan sebesar 90,79 dengan kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik), 

dengan jumlah responden sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden 

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan BBP3KP Triwulan II Tahun 2025 

 
Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IKM 

IKM per 
unsur 

3.66 3.63 3.51 3.51 3.66 3.74 3.74 3.66 3.57 3.63 

Kategori A A B B A A A A A A 

IKM Unit 
Layanan 

90.79 (A, Sangat Baik) 

 

Gambar 6. Grafik Nilai SKM per Unsur Layanan BBP3KP Triwulan II Tahun 2026 

 

 

Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh BBP3KP telah memenuhi harapan masyarakat, meskipun 

masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan nilai rata-
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rata per unsur pelayanan, unsur perilaku pelaksana (U7) dan kompetensi 

pelaksana (U6) memperoleh nilai relatif lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya, 

yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan 

pelayanan kepada pengguna. 

Sementara itu, unsur waktu penyelesaian pelayanan (U3) dan tarif 

layanan (U4) menjadi unsur denga nilai paling rendah diantara unsur lainnya. 

Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi waktu 

dan perlunya sosialisasi terhadap pengguna layanan terkait perubahan tarif 

layanan seiring dengan perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



19 
 

BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

4.1. Analisis Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk 

seluruh jenis layanan di BBP3KP pada Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana 

disajikan pada Tabel 8, diperoleh nilai IKM unit layanan sebesar 90,79 dengan 

kategori kinerja A (Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum 

kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat, 

meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, terdapat beberapa unsur 

yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Waktu Penyelesaian (U3) dengan nilai 3,51 

b. Tarif (U4) dengan nilai 3,51 

Unsur waktu penyelesaian (U3) dan tarif (U4) menunjukkan adanya ruang 

perbaikan yang signifikan. Diperlukan pembenahan terkait kejelasan informasi 

mengenai durasi layanan dan kepastian waktu tunggu bagi pengguna. 

Sementara kenaikan biaya yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan aturan yang 

mengatur ketentuan tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih 

transparan agar pengguna layanan memahami dasar penetapan biaya yang 

berlaku. 

Di sisi lain, unsur perilaku pelaksana (U7) dan kompetensi pelaksana (U6) 

memperoleh nilai relatif lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya. Hal ini 

mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam memberikan 

pelayanan, baik dari aspek kemampuan teknis maupun sikap pelayanan, telah 

berjalan dengan baik dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di BBP3KP. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan SKM Triwulan II Tahun 2026, terdapat 

beberapa kritik dan saran yang disampaikan oleh pengguna layanan, yang 

selanjutnya dirangkum dan disajikan pada Tabel 9 sebagai bahan evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan pelayanan. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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Tabel 9. Kritik dan Saran Pengguna Layanan berdasarkan Jenis Layanan 

No. Jenis Layanan 
Kritik dan Saran Pengguna 

Layanan 

1. Pemeriksaan/pengujian 
laboratorium 

Agar bisa selesai lebih cepat 

2. Penerbitan sertifikat kesesuaian 
dan Surat Persetujuan 
Penggunaan Tanda (SPPT) 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 
wajib tuna dalam kemasan 
kaleng, sarden dan makerel 
dalam kemasan kaleng 

Terimakasih LSPROHP BBP3KP 

3. Penerbitan sertifikat kesesuaian 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 
Sukarela 

Pertahankan dan tingkatkan 
kualitas pelayanan 

4. Penggunaan peralatan 
pengolahan 

Pelayanan dan kualitas sarana 
prasarana cukup baik 

5. Penggunaan ruang pendingin, 
freezer, dan cold storage 

Pelayanan sewa gudang sangat 
baik, kalau bisa system 
pencatatannya memakai online 

 

4.2. Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II 

Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di BBP3KP. 

Rencana tindak lanjut difokuskan pada kritik dan saran serta unsur-unsur 

pelayanan yang masih memerlukan peningkatan, tanpa mengabaikan upaya 

untuk mempertahankan kinerja pada unsur yang telah memperoleh nilai baik. 

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 10. Rencana Tindak Lanjut 

No. 
Prioritas 

Unsur 
Program/Kegiatan Waktu 

Penanggung 
Jawab 

1. Jangka 
Waktu (U3) 

1. Memastikan pelaksanaan 
proses pengujian dilakukan 
sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang ditetapkan 
dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Nomor 33 Tahun 
2026. 

TW 3 Tim Kerja 
Pengujian 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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2. Meningkatkan publikasi 
informasi standar 
pelayanan, khususnya 
terkait jangka waktu 
penyelesaian layanan 
pengujian, melalui media 
informasi yang mudah 
diakses oleh pengguna 
layanan guna meningkatkan 
pemahaman terhadap alur 
dan estimasi waktu 
pelayanan. 

2. Sistem, 
mekanisme 
dan 
prosedur 
(U2) 

Mengoptimalkan penggunaan 
media digital sebagai sarana 
pencatatan layanan dengan 
memanfaatkan Google Form 
dan/atau Google Drive sebagai 
solusi sementara sebelum 
tersedianya aplikasi khusus. 
Pengguna layanan akan 
diberikan akses sebagai viewer 
untuk memantau data 
pencatatan secara transparan. 

TW 3 Tim Kerja 
Pelayanan 

Pengembangan 
Usaha 

 

4.3. Tren Nilai SKM 

Dalam rangka membandingkan kinerja unit pelayanan secara berkala 

serta memantau perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik, diperlukan pelaksanaan survei yang dilakukan secara periodik dan 

berkesinambungan. Hasil analisis survei tersebut digunakan sebagai bahan 

evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, dasar pengambilan 

kebijakan di bidang pelayanan publik, serta untuk mengidentifikasi 

kecenderungan (tren) tingkat kepuasan masyarakat dan kinerja penyelenggara 

pelayanan. 

Adapun tren tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di 

BBP3KP berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Gambar 7. 

  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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Gambar 7. Grafik Tren Nilai SKM OP BBP3KP Tahun 2024-2026 

 

 

Berdasarkan Gambar 7, tren nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

BBP3KP selama periode Tahun 2024 hingga Triwulan II Tahun 2026 

menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Pada Tahun 2024, nilai IKM 

cenderung mengalami peningkatan dari Triwulan II sebesar 93,29 menjadi 

93,87 pada Triwulan III, sebelum mengalami penurunan pada Triwulan IV 

menjadi 90,74. 

Memasuki Tahun 2025, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada 

Triwulan I menjadi 84,66, yang merupakan nilai terendah dalam periode 

pengamatan. Namun demikian, pada Triwulan II dan III Tahun 2025, nilai IKM 

menunjukkan peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 94,74 dan 

puncaknya pada 95,34. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja 

pelayanan yang cukup efektif pada periode tersebut. 

Selanjutnya, pada Triwulan IV Tahun 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026, 

nilai IKM kembali mengalami penurunan secara bertahap menjadi 92,41 dan 

89,98, kemudian meningkat lagi di Triwulan II Tahun 2026. Penurunan ini 

mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas 

pelayanan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi operasional beberapa 

layanan yang masih dalam tahap perbaikan dan penyesuaian. 

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, nilai IKM BBP3KP 
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masih berada dalam kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja pelayanan secara umum telah memenuhi harapan masyarakat. 

Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan, 

khususnya dalam menjaga stabilitas kualitas pelayanan agar tren peningkatan 

kepuasan masyarakat dapat dipertahankan secara konsisten. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 

2026, kualitas pelayanan BBP3KP secara umum berada pada kategori “Sangat Baik” 

dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90.79, yang menunjukkan 

bahwa pelayanan telah memenuhi harapan masyarakat. 

Aspek perilaku dan kompetensi pelaksana menjadi keunggulan utama, 

sementara unsur sarana dan prasarana, persyaratan layanan, serta waktu 

penyelesaian masih memerlukan peningkatan. Tidak seluruh layanan memiliki data 

SKM pada periode ini akibat kondisi operasional, namun layanan yang berjalan tetap 

menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat baik. 

Tren nilai SKM yang fluktuatif menunjukkan perlunya upaya peningkatan 

kualitas pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil 

SKM ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

publik agar lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

 

Jakarta, 24 Juli 2026 

Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan  

Produk Kelautan dan Perikanan 
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Lampiran 2. Hasil Olah Data SKM 
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Lampiran 3. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026 

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

TRIWULAN I TAHUN 2026  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya 

kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan 

secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam rangka implementasi ketentuan 

tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan pelayanan publik, termasuk pengikutsertaan masyarakat 

dalam proses penyelenggaraan pelayanan. 

Sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan publik, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen pengukuran kinerja 

penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM merupakan kegiatan 

pengukuran secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam 

memberikan penilaian terhadap pelayanan, meningkatkan kinerja dan inovasi 

penyelenggara pelayanan publik, serta memantau kecenderungan tingkat kepuasan 

masyarakat secara berkala. Namun demikian, hasil SKM tidak hanya digunakan 

sebagai alat ukur, melainkan harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan 

yang sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara 

berkelanjutan. 

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) 

sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan telah melaksanakan SKM secara periodik. Hasil SKM yang diperoleh 

memberikan gambaran tingkat kepuasan masyarakat serta memuat berbagai 

masukan, kritik, dan saran dari pengguna layanan yang perlu ditindaklanjuti. 

Sehubungan dengan hal tersebut, BBP3KP menyusun laporan hasil tindak lanjut 

pelaksanaan SKM sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen dalam meningkatkan 
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kualitas pelayanan publik. Laporan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap 

hasil evaluasi yang diperoleh dari SKM telah ditindaklanjuti secara tepat, sehingga 

proses peningkatan kualitas pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan 

mampu memenuhi harapan masyarakat. 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Rencana tindak lanjut disusun sebagai bentuk komitmen perbaikan 

berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik, dengan mengacu pada hasil 

evaluasi, identifikasi permasalahan, serta masukan dan saran dari pengguna layanan. 

Melalui penyusunan rencana tindak lanjut ini, diharapkan setiap temuan dapat 

ditindaklanjuti secara sistematis dan terarah guna meningkatkan kinerja pelayanan di 

lingkungan BBP3KP. 

 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Triwulan I Tahun 2025 

No Unsur IKM Mutu Layanan 

1 Persyaratan 3.43 B 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.48 B 

3 Waktu Penyelesaian 3.48 B 

4 Biaya/Tarif 3.43 B 

5 
Produk, Spesifikasi, dan Jenis 

Pelayanan 
3.52 B 

6 Kompetensi Pelaksana 3.52 B 

7 Perilaku Pelaksana 3.57 A 

8 
Penanganan Pengaduan, Saran, 

dan Masukan 
3.43 B 

9 Sarana dan Prasarana 3.43 B 

 

Berdasarkan Tabel 1, seluruh unsur pelayanan pada pelaksanaan SKM Triwulan 

I Tahun 2026 memperoleh nilai dengan predikat kategori mutu layanan B (Baik). Hal 

ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan telah 

memenuhi harapan pengguna layanan, meskipun masih terdapat beberapa aspek 

yang perlu ditingkatkan. 
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Unsur yang relatif menonjol antara lain perilaku (3.57) dan kompetensi 

pelaksana (3.52) yang dinilai baik, mencerminkan kemampuan serta sikap petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada pengguna. Di sisi lain, beberapa unsur seperti 

persyaratan (3.43), sistem dan prosedur (3.48), serta sarana dan prasarana (3.43) 

masih memperoleh nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Hal ini 

sejalan dengan kondisi fasilitas workshop yang masih dalam proses perbaikan, 

sehingga berpotensi memengaruhi kenyamanan dan kelancaran pelayanan. 

Selain itu, masukan dari pengguna layanan menunjukkan perlunya peningkatan 

durasi atau waktu edukasi agar pengguna dapat lebih memahami penggunaan 

peralatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang 

berkelanjutan, baik dari aspek fasilitas maupun penyempurnaan mekanisme layanan, 

guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan. 

Sebagai bentuk komitmen perbaikan berkelanjutan, langkah-langkah tindak 

lanjut atas hasil SKM tersebut disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

No
. 

Prioritas 
Unsur 

Program/ 
Kegiatan 

Waktu 
Penanggun

g Jawab TW 
1 

TW 
2 

TW 
3 

TW 
4 

1. Prosedur 
(U2) 

Penyusunan dan 
Penerapan SOP 
Penanganan 
Keterlambatan 
(Force Majeure) 
Laboratorium akan 
menyusun dan 
menerapkan SOP 
penanganan 
keterlambatan 
hasil analisa akibat 
kondisi force 
majeure (misalnya 
kerusakan alat), 
termasuk 
ketentuan 
penyampaian 
informasi kepada 
pelanggan apabila 

√ √   Tim Kerja 

Pengujian   

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



 

 

terjadi 
keterlambatan 
beserta estimasi 
waktu 
penyelesaian hasil 
uji. 

2. Sarana dan 
Prasarana 
(U9) 

Menyusun usulan 
pengadaan alat 
Atomic Absorption 
Spectrophotometer 
(AAS) baru. 

 √   Tim Kerja 

Pengujian   

Melakukan 
penjajakan kerja 
sama subkontrak 
pengujian dan 
penggunaan 
fasilitas bersama 
dengan 
laboratorium lain. 

 √   Tim Kerja 

Pengujian   

3. Tarif (U4) Melakukan 
sosialisasi kepada 
klien terhadap tarif 
Pengujian sesuai 
dengan Peraturan 
Menteri Keuangan 
No. 1 Tahun 2025 
tentang Jenis dan 
Tarif atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak yang Bersifat 
Volatil yang 
Berlaku pada 
Kementerian 
Kelautan dan 
Perikanan. 

 √   Tim Kerja 
Penilaian 

Kesesuaian 

4. Sistem, 
Mekanisme, 
dan 
Prosedur 
(U2) 

Melakukan 
koordinasi 
penjadwalan 
surveilan kepada 
klien melalui surat 
pemberitahuan 
surveilan dengan 
umpan balik dari 
pengguna layanan 
berupa surat 

 √   Tim Kerja 
Penilaian 

Kesesuaian 
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kesediaan 
surveilan. Petugas 
layanan juga 
melakukan 
konfirmasi ulang 
kepada masing-
masing klien saat 
mendekati jadwal 
pelaksanaan 
surveilan. 

5. Sistem, 
Mekanisme, 
dan 
Prosedur 
(U2) 

Menunjuk petugas 

layanan untuk 

memberikan 

layanan konsultasi. 

 

 √   Tim Kerja 
UTTPP 

Menyusun 
pedoman terkait 
cara penggunaan 
alat pengolahan 
agar pengguna 
layanan dapat 
mempelajari 
penggunaan alat 
secara mandiri jika 
dibutuhkan. 

 √   Tim Kerja 
UTTPP 
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BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Bab ini menyajikan realisasi pelaksanaan rencana tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah 

disusun pada periode sebelumnya. Realisasi tersebut mencerminkan upaya konkret yang dilakukan oleh BBP3KP dalam 

menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan, termasuk perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan. Uraian 

dalam bab ini memuat capaian pelaksanaan tindak lanjut, tingkat penyelesaian, serta kendala yang dihadapi, sebagai bagian dari 

proses pemantauan dan evaluasi guna memastikan efektivitas perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan. 

 

Tabel 3. Realisasi Rencana Tindak Lanjut 

No. Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut 
Data Dukung 

Tindak Lanjut 

1. - Mohon untuk 

menginformasikan 

apabila ada 

keterlambatan 

hasil analisa dari 

waktu yang 

seharusnya 

- Untuk kedepannya 

apabila ada 

keterlambatan 

hasil analisa 

1. Penyusunan dan Penerapan SOP 

Penanganan Keterlambatan 

(Force Majeure) 

Laboratorium akan menyusun dan 

menerapkan SOP penanganan 

keterlambatan hasil analisa akibat 

kondisi force majeure (misalnya 

kerusakan alat), termasuk 

ketentuan penyampaian informasi 

kepada pelanggan apabila terjadi 

1. Telah dilakukan penyusunan 

SOP SOP Pengendalian dan 

Mitigasi Keterlambatan Hasil Uji 

yang telah ditetapkan pada 

tanggal 15 Juni 2026. 

Lampiran 1 & 2 
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mohon 

diinformasikan 

kepada kami 

- Pelayanan oke, 

mungkin proses 

lab bisa 

dipercepat 

keterlambatan beserta estimasi 

waktu penyelesaian hasil uji. 

2. Kendala ada alat 

yang rusak jadi 

sebagian yang 

terlambat dalam 

penyelesaian uji 

Menyusun usulan pengadaan alat 

Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS) baru. 

Telah dilakukan pengusulan 

pengadaan alat Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS) melalui 

pengusulan Kerangka Acuan Kerja 

Kegiatan Prioritas Direktif Presiden 

tertanggal 13 Maret 2026. 

Lampiran 3 

Melakukan penjajakan kerja sama 

subkontrak pengujian dan 

penggunaan fasilitas bersama 

dengan laboratorium lain. 

Telah dilakukan koordinasi dengan 

berbagai laboratorium untuk 

menjajaki kerja sama subkontrak 

pengujian maupun penggunaan 

fasilitas laboratorium bersama 

sebagai alternatif dalam menjaga 

keberlangsungan pelayanan pada 

bulan April 2026. 

Lampiran 4 

3. Biaya pengujian 

laboratorium di 

BBP3KP utk 

keperluan surveilan 

tergolong tinggi 

dibandingkan lab 

swasta spt lab SIG 

Melakukan sosialisasi kepada klien 

terhadap tarif Pengujian sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Bersifat Volatil 

yang Berlaku pada Kementerian 

Telah dilaksanakan sosialisasi 

mengenai tarif layanan sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

1 Tahun 2025 melalui berbagai 

media publikasi pada tanggal 24 

Juni 2026. 

Lampiran 5 
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Kelautan dan Perikanan. 

4. Penjadwalan 

surveilan agar bisa 

diinfokan dari jauh 

hari 

Melakukan koordinasi penjadwalan 

surveilan kepada klien melalui surat 

pemberitahuan surveilan dengan 

umpan balik dari pengguna layanan 

berupa surat kesediaan surveilan.  

Telah diterapkan mekanisme 

penyampaian informasi jadwal 

surveilan secara lebih awal kepada 

pengguna layanan melalui surat 

pemberitahuan yang dilengkapi 

dengan formulir konfirmasi 

kesediaan yang sudah 

diimplementasikan sejak tahun 

2025. 

Lampiran 6, 7, 

dan 8 

Petugas layanan juga melakukan 

konfirmasi ulang kepada masing-

masing klien saat mendekati jadwal 

pelaksanaan surveilan. 

Petugas layanan telah secara aktif 

melakukan konfirmasi ulang melalui 

media komunikasi untuk 

memastikan kesiapan dokumen 

serta kesesuaian jadwal 

pelaksanaan surveilan yang 

dilaksanakan per Triwulan I Tahun 

2026. 

Lampiran 9 

5. Tambah waktu 

edukasi agar lebih 

paham 

Menunjuk petugas layanan untuk 

memberikan layanan konsultasi. 

 

Telah ditunjuk petugas teknis yang 

bertugas memberikan konsultasi, 

pendampingan, dan edukasi kepada 

pengguna layanan sesuai dengan 

dokumen MPH Tim Kerja UTTPP 

Tahun 2026. 

Lampiran 10 
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Menyusun pedoman terkait cara 

penggunaan alat pengolahan agar 

pengguna layanan dapat mempelajari 

penggunaan alat secara mandiri jika 

dibutuhkan. 

Telah disusun instruksi kerja 

penggunaan peralatan sehingga 

pengguna memperoleh panduan 

yang lebih jelas dalam 

mengoperasikan peralatan sesuai 

prosedur yang berlaku di bulan April 

2026. 

Lampiran 11 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) Triwulan I Tahun 2026, BBP3KP telah melakukan berbagai upaya perbaikan 

sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

publik. Tindak lanjut difokuskan pada penyelesaian permasalahan yang disampaikan 

oleh pengguna layanan, khususnya terkait peningkatan komunikasi pelayanan, 

penyediaan sarana pendukung, transparansi informasi, serta penguatan 

pendampingan teknis kepada pengguna layanan. 

Sebagian besar rencana tindak lanjut telah direalisasikan, antara lain melalui 

peningkatan mekanisme komunikasi dengan pengguna layanan, sosialisasi informasi 

tarif layanan, penunjukan petugas layanan sebagai fasilitator konsultasi, serta 

penyusunan instruksi kerja penggunaan peralatan. Sementara itu, beberapa tindak 

lanjut yang memerlukan dukungan sumber daya dan koordinasi lintas unit, seperti 

pengadaan peralatan laboratorium dan pengembangan sistem layanan digital, masih 

dalam proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pelaksanaan tindak lanjut ini menunjukkan bahwa hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat tidak hanya menjadi instrumen pengukuran kinerja pelayanan, tetapi juga 

dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan 

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan rencana tindak lanjut perlu terus dilakukan agar setiap rekomendasi 

dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BBP3KP. 

Jakarta, 24 Juli 2026 

Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan  

Produk Kelautan dan Perikanan 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Bukti dukung penyusunan SOP SOP Pengendalian dan Mitigasi 

Keterlambatan Hasil Uji 
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Lampiran 2. Sosialisasi SOP Pengendalian dan Mitigasi Keterlambatan Hasil Uji 

lingkup Tim Kerja Pengujian 
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Lampiran 3. Pengusulan pengadaan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 

      

 

Lampiran 4. Penjajakan Kerja Sama dengan LPPOM MUI dan SIG Laboraroty 
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Lampiran 5. Sosialisasi Standar Pelayanan yang memuat informasi mengenai tarif 

layanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 

No. 
Media 

Publikasi 
Data Dukung 

1. Media 
Sosial: 
Facebook 

 

Link publikasi: https://www.facebook.com/share/p/1BF5sQEqLC/ 

2. Media 
Sosial: 
Instagram 

 

Link Publikasi: 
https://www.instagram.com/p/DZ9Zf4bAS5Q/?igsh=MTBrZWs2b

TFtN2F3eA== 
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3. Media 
Sosial: X 

 

Link Publikasi: https://x.com/i/status/2069676206224531738 

4. Media 
Sosial: 
TikTok 

 

Link Publikasi: https://vt.tiktok.com/ZSCLBcEqw/  
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5. Website 
PPID 

 

Link Publikasi: https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-
penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/news/detail/standar-

pelayanan-publik/ 
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Lampiran 6. Surat Pemberitahuan Surveilan SNI pada Klien 
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Lampiran 7. Surat Kesediaan Surveilan SNI pada Klien 
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Lampiran 8. Surat Pengantar Pelaksanaan Surveilan SNI 
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Lampiran 9. Konfirmasi Pelaksanaan Surveilan SNI 
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Lampiran 10. Sasaran Kinerja Pegawai untuk Petugas Teknis 

 

SKP Darmadi 

 

 

SKP Edi Sudrajat 
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Lampiran 11. Instruksi Kerja Penggunaan Mesin dan Peralatan BBP3KP 
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